BUPATI PESISIR SELATAN [QQ.

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 903-313-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten
Pesisir  Selatan, maka Pemerintah  Daerah  perlu
menyesuaikan kembali terhadap Alokasi Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus dari Provinsi;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk
Operasional Penyelenggaraan Dana  Alokasi Khusus
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor
12/SE/Dr/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub
Bidang Rumah Swadaya, maka Pemerintah Daerah perlu
melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi belanja;
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 903-179-2018 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat
Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan
berdasarkan penetapan alokasi yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;




Mengingat

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2017;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018,;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018.

PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 diubah,
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
Semula Rp. 125.080.485.098

Bertambah/ (berkurang) Rp. 0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran Rp. 125.080.485.698

b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 1.139.128.433.342
Bertambah /(berkurang) Rp. 0
Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran Rp. 1.139.128.433.342

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Semula Rp. 210.285.430.060

Bertambah/(berkurang) Rp. 87.020.714.960
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Rp. 297.306.145.020

setelah Pergeseran
Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran Rp. 1.561.515.064.060

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai

Semula Rp. 693.228.358.730,68

Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran Rp.693.228.358.730,68

2. Belanja Bunga

Semula Rp. 6.860.399.826
Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran Rp. 6.860.399.826
3. Belanja Subsidi
Semula Rp. 0
Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Subsidi setelah Pergeseran Rp. 0
4. Belanja Hibah
Semula Rp. 10.458.300.000
Bertambah/(berkurang) Rp. 501.400.000

Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran Rp. 10.959.700.000

5. Belanja Bantuan Sosial
Semula Rp. 200.000.000
Bertambah/(berkurang) Rp. 975.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Pergeseran Rp. 1.175.000.000

6. Belanja Bagi Hasil
Semula Rp. 4.723.309.989
Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Pergeseran Rp. 4,723.309.989
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7. Belanja Bantuan Keuangan

Semula Rp. 235.871.464.475
Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Pergeseran Rp. 235.871.464.475
8. Belanja Tidak Terduga
Semula Rp. 2.500.000.000
Bertambah/(berkurang) Rp. (325.000.000)
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Pergeseran Rp. 2.175.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.954.993.233.020,68

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai
Semula Rp. 77.115.602.466
Bertambah/(berkurang) Rp. 2.307.736.000
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran Rp. 79.423.338.466

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 244.599.516.371,97
Bertambah/(berkurang) Rp. 52.238.645.919

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Pergeseran Rp. 296.838.162.290,97

3. Belanja Modal
Semula Rp. 285.974.782.241,35
Bertambah/(berkurang) Rp. 31.322.933.041

Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran Rp. 317.297.715.282,35

Jumlah Belanja Langsung stlh pergeseran Rp. 693.559.216.039,32

Jumlah Belanja setelah pergeseran Rp.1.648.552.449.060
Surplus/(Defisit) Anggaran Rp. (87.037.385.000)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 131.537.385.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan setelah Pergeseran Rp. 131.537.385.000
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 44.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran setelah Pergeseran Rp. 44.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran Rp. 87.037.385.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran Rp. 0

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.
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~Ketentuan Pasal 3 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

.5
()

Pasal 3

Lampiran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, 11
dan 1V Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan ini dalam Berita Daecrah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan/di Painan
pada tanggpl 21 M 2018
|

BUPATI PESISIR SELATAN

HEN JONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal ) Ma 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERJZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 57

Dipindai dengan CamScanner



